
 
 

WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN  WALIKOTA BENGKULU 

NOMOR   10  TAHUN 2017 

TENTANG 

PENGELOMPOKKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH                                           

PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALIKOTA BENGKULU, 

Menimbang  : a.  Bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 12.A dan 

Pasal 26.A Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 

Tahun  2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007, perlu ditetapkan Pengelompokkan Kemampuan 

Keuangan Daerah sebagai dasar Penetapan Besaran 

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dan 

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 

Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Bengkulu   Tahun 

Anggaran 2017;  

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Bengkulu tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956  tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1091); 

  2.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

pembentukan  Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 ,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  Nomor 

2828); 

  3.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



 

  4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

  7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor 5494); 

  9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 

Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2854); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4416), 
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan 

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4712); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



  13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah); 

  14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta tata cara 

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana 
Operasional; 

  15.  Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2003 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran  Daerah   Kota   Bengkulu   Tahun   2013 
Nomor 30); 

  16.  Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu 

(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2005 Nomor 01) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun  2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 01 

Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota 
Bengkulu Tahun 2005 Nomor 01); 

  17.  Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran   Daerah   Kota   Bengkulu   Tahun   2009 
Nomor 02); 

  18.  Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Bengkulu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota 
Bengkulu Tahun 2017 Nomor 01); 

  19.  Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 
Nomor 20); 

  20.  Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017 (Berita  

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 09); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG 
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA 

BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017. 

  
 

Pasal 1 

Menetapkan kelompok kemampuan keuangan daerah Kota 

Bengkuu berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017 adalah dalalm 
Kelompok Keuangan Daerah tinggi.  



Pasal 2 

Kelompok Keuangan Daerah tinggi sebagaimana dimaksud 
Pasal 2 adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi 

Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan 

perhitungan sebagai berikut :   

a. Pendapatan Umum Daerah :  

1. Pendapatan Asli Daerah   : Rp.  174.405.000.000,00 

2. Dana Alokasi Umum : Rp.  683.389.297.000,00 

3. Dana Bagi Hasil : Rp.    35.022.410.000,00 

 Jumlah  : Rp.  892.816.707.000,00 
 

b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah :  

1. Gaji Pokok                            Rp.  275.295.493.801,18    

2. Tunjangan Keluarga          Rp.    25.367.320.982,62 

3. Tunjangan Struktural       Rp.    10.486.838.000,00 

4. Tunjangan Fungsional       Rp.    16.256.322.600,00    

5. Tunjangan Beras              Rp.    15.733.054.903,20    

6. Tunjangan PPh Pasal 21   Rp.      1.491.447.351,49 

 Jumlah   Rp.  344.630.477.638,49 
 

c. Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bengkulu :    

= Pendapatan Umum Daerah - Belanja Pegawai Negeri 

Sipil Daerah 

= Rp. 892.816.707.000,00 - Rp. 344.630.477.638,49 

= Rp. 548.186.229.361,51 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 

2017. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Bengkulu. 
 

   Ditetapkan di Bengkulu  

pada tanggal 21 Februari 2017 
 

WALIKOTA BENGKULU, 

Cap/dto 
H. HELMI HASAN 

 

Diundangkan di Bengkulu 
pada tanggal  21 Februari 2017                               

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU 

Cap/dto 
MARJON  
 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR …10… 

  

 Salinan Sesuai dengan aslinya 
 KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 

 ABDUL RAIS, SH 

 NIP. 19691014 20021002 


	NOMOR   10  TAHUN 2017

